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ABSTRAK 

 

JOVI PASTOWO PONIRAN (B111 16 523), dengan judul skripsi 

“Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan 

Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor 

04/Pid.C/2017/PN Blk)” dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan 

sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai 

Pembimbing Pendamping. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana 

tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau 

izin tinggal yang dimiliki oleh wisatawan warga negara asing kepada 

pejabat imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian (Studi Kasus 

Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN Blk). 

 

Penilitian yang digunakan penulis yaitu penelitian normatif dengan 

menggunakan dua metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan kasus, adapun sumber bahan 

hukum yang diperoleh yaitu bahan hukum primer berupa perundang-

undangan serta putusan hakim dan bahan hukum sekunder berupa 

publikasi tentang hukum meliputi buku-buku atau jurnal-jurnal. Dimana 

teknik yang digunakan penulis yaitu penelitian dilaksanakan dengan 

mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel 

internet, jurnal hukum, peraturan perundang-udangan ataupun literatur-

literatur lainnya. Kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh 

preskripsi yang sesuai dengan kesimpulan penelitian ini. 

 

Hasil penelitian menemukan bahwa: 1. Kualifikasi tindak pidana tidak 

dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin 

tinggal berupa paspor dan visa yang dimiliki oleh wisatawan warga negara 

asing kepada pejabat imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian 

diatur dalam Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b Undang-Undang No 6 Tahun 

20111 tentang Keimigrasian, dan 2. Penerapan hukum pidana materiil 

terhadap tindak pidana dalam putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN Blk oleh 

Penyidik PNS selaku Kuasa Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat 

dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan Hakim telah tepat 

menjatuhkan putusan kepada terdakwa. 

 

Kata Kunci: tindak pidana, kualifikasi, keimigrasian, dokumen perjalanan 

atau izin tinggal, dan orang asing. 
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ABSTRACT 

 

JOVI PASTOWO PONIRAN (B111 16 523), with the title of the 

thesis “Judicial Review of Immigration Crimes Committed by Foreign 

Citizens (Case Study of Verdict Number 04/Pid.C/2017/PN Blk)” under 

the guidance of Andi Muhammad Sofyan as the Main Guide and 

Hijrah Adhyanti Mirzana as Counselor Guide. 

 

. 

The study aims to determine the qualification of the criminal act of not 

being able to show and submit travel documents or residence permits 

owned by foreign tourists to immigration officers in the context of 

immigration control (Case Study of Verdict Number 04/Pid.C/2017/PN Blk). 

  

The research used by the author is normative research using two 

methods of research approach, which are the statutory approach and the 

case approach, while the sources of legal materials obtained are primary 

legal material in the form of legislation and judge verdicts, and secondary 

legal material in the form of publications about law including books or 

journals. The technique used by the writer is the research carried out by 

collecting, reading, and exploring a number of books, internet articles, legal 

journals, statutory regulations, or other literatures. They are then 

processed and analyzed to obtain prescriptions in accordance with the 

conclusions of this study. 

 

The result of the study found that:1. The qualification of the criminal 

act of not being able to show and submit travel documents or residence 

permits in the form of of passports and visas owned by foreign tourists to 

immigration officers in the context of immigration control is regulated in 

Article 116 jo Article 71 letter b of the Law. No. 6 of 2011 concerning 

Immigration, and 2. The application of material criminal law against 

criminal acts in the verdict Number 04/Pid.C/2017/PN Blk by Civil Servant 

Investigators as the Public Prosecutor’s Proxy is basically appropriate to 

the fulfillment of these elements and the Judge has rightly reached a 

verdict on the accused.  

 

Keywords: criminal acts, qualifications, immigration, travel documents or 

residence permits, and foreigners. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar BeIakang Masalah 

lndonesia merupakan negara yang berada kawasan Asia Tenggara 

yang adalah negara kepuIauan paling besar di dunia dengan jumIah 

kurang lebih 17.000 (tujuh beIas ribu) pulau dan 5 (Iima) puIau besar 

yaitu, Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Dan juga, 

negara yang dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia yang 

panjangnya kurang Iebih 54.716 KM.1  

Salah satu keuntungan yang dapat diambil dari banyaknya jumlah 

pulau di Indonesia adalah pariwisata sebagai sektor yang vital bagi 

ekonomi negara dan sebagai salah satu penyumbang devisa negara 

terbesar. Sejalan dengan hal itu, maka upaya pemerintah untuk 

mengembangkan sektor pariwisata Indonesia makin marak dan mulai 

dilakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia, sehingga yang dahulu 

para wisatawan mancanegara hanya mengetahui Bali sebagai destinasi 

wisata Indonesia mulai melirik daerah lain untuk tujuan wisatanya. 

Para penikmat keindahan alam Indonesia atau biasa disebut 

dengan wisatawan bukan hanya orang-orang yang berasaI dari daIam 

negeri, akan tetapi terdapat pula wisatawan mancanegara. Warga 

Negara Asing (WNA) menjadikan Indonesia sebagai kawasan pariwisata 

                                                           
1 https://www.idntimes.com/science/discovery/mutahassin-bilhaq/negara-dengan-garis-
pantai-terpanjang-c1c2/3 
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untuk berlibur serta menikmati alamnya. Kunjungan wisatawan warga 

negara asing ke Indonesia pada bulan Desember 2019 mencapai 

1.377.067 orang.2 Meskipun, memasuki tahun 2020 jumlah wisatawan 

warga negara asing yang mengunjungi Indonesia mengalami penurunan 

diakibatkan oleh pandemi Covid-19. 

Warga negara asing yang melakukan kunjungan ke lndonesia 

diwajibkan untuk membawa dokumen-dokumen resmi perjalanan sesuai 

dengan tujuan perjalanannya seperti paspor dan visa. Paspor adaIah 

surat yang dikeIuarkan oleh pemerintah kepada seorang warga negara 

yang akan melakukan perjaIanan ke Iuar negeri yang berisi identitas 

seseorang. Visa adaIah izin masuk ke negara Iain atau izin tinggaI 

sementara di negara Iain yang diberikan oIeh pejabat pemerintah yang 

berwenang di negara yang dikunjungi.3 

Dengan banyaknya jumlah wisatawan warga negara asing yang 

meIakukan perjaIanan ke Indonesia untuk menikmati keindahan aIam 

dan berwisata, maka diperlukan juga pengawasan ketat terhadap 

wisatawan tersebut dari pemerintah untuk mencegah wisatawan 

melakukan pelanggaran maupun tindak pidana saat sedang berada di 

wilayah Indonesia. Dalam hal upaya untuk melakukan pencegahan dan 

penindakan terhadap pelanggaran maupun tindak pidana yang diIakukan 

warga negara asing dalam haI ini wisatawan, maka pemerintah 

                                                           
2 https://www.kemenparekraf.go.id/categories/statistik-wisatawan-mancanegara 
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (UU Keimigrasian). 

Salah satu ketentuan di UU Keimgrasian adalah ancaman sanksi 

pidana terhadap wisatawan asing yang tidak dapat menunjukkan serta 

menyerahkan dokumen resmi yaitu paspor sebagai tanda pengenal dan 

visa sebagai izin masuk serta izin tinggal ke wilayah Indonesia ketika 

sedang melakukan kunjungan wisata. 

Contoh kasusnya adalah sebagaimana perkara yang teIah diputus 

oleh PengadiIan Negeri (PN) BuIukumba dengan Nomor 

04/Pid.C/2017/PN. BIk yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. 

Pada perkara ini terdakwanya yang bernama Hannah Preveen Yaqub 

merupakan warga negara berkebangsaan Inggris. Terdakwa yang 

datang ke Kabupaten Bulukumba dengan tujuan untuk mengikuti 

pelatihan diving. Pada saat, pihak dari Kantor Imigrasi Kota Makassar 

melakukan pengawasan rutin, terdakwa tidak dapat untuk menunjukkan 

dokumen resmi, yaitu paspor dan visa dikarenakan dokumen tersebut 

berada di Kantor Imigrasi Kota Denpasar untuk proses perpanjangan 

visa terdakwa selama 60 (enampuluh) hari dan melakukan kunjungan ke 

daerah lain tanpa membawa dokumen tersebut dan hanya menunjukkan 

foto dari paspor dan visa terdakwa kepada petugas imigrasi. 

Tindak pidana tidak dapat memperIihatkan serta menyerahkan 

dokumen perjaIanan atau izin tinggaI yang dimiliki terdakwa berupa 

paspor dan visa kepada pejabat imigrasi pada saat dilakukan 
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pengawasan diatur dengan perundang-undangan yaitu, terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgrasian, PasaI 71 

huruf b yaitu: 

“Setiap orang asing yang berada di lndonesia wajib memperIihatkan 
dan menyerahkan Dokumen atau lzin TinggaI yang dimiIikinya 
apabiIa diminta oIeh Pejabat lmigrasi yang bertugas daIam rangka 
pengawasan Keimigirasian”4 
 
Dengan ketentuan pidana yang tercantum pada PasaI 116 UU 

Nomor 6 Tahun 2011 yaitu: 

“Setiap orang yang tidak meIakukan kewajibannya sebagaimana 
dimaksud dalam PasaI 71 dipidana dengan pidana kurungan paIing 
Iama 3 (tiga) buIan atau pidana denda paIing banyak Rp. 
25.000.000,00 (dua puIuh Iima juta rupiah)” 5 

Berdasarkan uraian di atas, penuIis tertarik untuk meIakukan 

pengkajian dengan mendaIam terhadap permasaIahan yang berkaitan 

dengan keimigrasian. Untuk itu penuIis meIakukan peneIitian daIam 

bentuk Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana 

Keimigrasian Yang DiIakukan OIeh Warga Negara Asing (Studi 

Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/Pn BIk)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana 

tidak memperIihatkan dan menyerahkan dokumen perjaIanan atau 

izin tinggaI yang dimiIiki oleh orang asing sesuai yang diatur daIam 

PasaI 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian? 

                                                           
4 PasaI 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
5 Ibid., PasaI 116 
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2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiiI yang diIakukan oIeh 

WNA atas tindak pidana terhadap sistem keimigrasian daIam sektor 

pariwisata (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN Blk)? 

C. Tujuan PeneIitian 

1. Untuk menganalisis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak 

pidana tidak memperIihatkan serta menyerahkan dokumen 

perjaIanan atau izin tinggaI yang dimiliki oIeh orang asing sesuai 

yang telah diatur daIam PasaI 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiiI yang diIakukan 

oIeh WNA atas tindak pidana terhadap sistem keimigrasian daIam 

sektor pariwisata (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.C/2017/PN 

Blk)  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan, berupa: 

1. Manfaat teoritis  

a. Diharapkan peneIitian ini dapat mewariskan sumbangsih 

pemikiran untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam 

mengembangkan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di 

lndonesia terutama masaIah yang menyangkut tindak pidana 

yang diIakukan wisatawan WNA terhadap sistem keimigrasian 

dalam sektor pariwisata. 
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b. Sebagai hasil mendaIami teori-teori yang teIah diperoIeh seIama 

mengikuti kuIiah strata satu di FakuItas Hukum Universitas 

Hasanuddin Makassar dan juga sebagai Iandasan untuk 

peneIitian Iebih Ianjut mengenai upaya pencegahan terjadinya 

tindak pidana yang dilakukan wisatawan WNA terhadap sistem 

keimigrasian dalam sektor pariwisata. 

2. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai bahan referensi 

kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneIiti Iainnya 

daIam menyusun suatu karya iImiah yang ada kaitannya dengan 

juduI diatas. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan dari proses penelusuran penelitian yang diteliti oleh 

penulis mengenai skripsi yang berkaitan dan mempunyai kemiripan 

dengan penelitian ini yaitu skripsi dengan juduI “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makassar”, oIeh Andi 

lndah Permata Sari, mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 

2014. Dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai peIaksanaan dari 

undang-undang terhadap penyaIahgunaan izin tinggaI di Kota Makassar 

sesuai dengan Undang-undang Rl No.6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian, dan juga mengenai upaya pencegahan tindak pidana 

penyaIahgunaan izin tinggaI keimigrasian di Kota Makassar. Perbedaan 

skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penulis mengkaji 

mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh WNA terhadap 
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sistem keimigrasian dalam sektor pariwisata dan penerapan hukum 

pidana materiil terhadap wisatawan asing yang melakukan tindak pidana 

keimigraisan tidak dapat memperlihatkan dokumen keimigrasian kepada 

petugas imigrasi. 

Selanjutnya skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Visa Kunjungan Yang DiIakukan OIeh Warga Negara 

Asing (Studi Kasus Putusan Nomor 101/Pid. Sus/2018/PN.Sinjai)”, oIeh 

Muhammad Abdi Andhika Novrizal, mahasiswa Universitas Hasanuddin 

pada tahun 2019. Dalam skripsi tersebut dikaji mengenai warga negara 

asing yang melakukan penyalahgunaan visa yang mana pelaku memiliki 

visa kunjungan sementara ketika berada di wilayah Indonesia melakukan 

pekerjaan jual beli obat-obatan herbal, sedangkan dalam peneIitian ini 

penuIis akan mengkaji mengenai tindak pidana keimigrasian yang mana 

pelakunya tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian kepada 

petugas imigrasi saat dilakukan pemeriksaan kepada wisatawan asing. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Tipe PeneIitian 

Jenis peneIitian yang digunakan adalah peneIitian yuridis 

normatif atau doktrinal. PeneIitian yuridis normatif atau doktrinal 

yaitu peneIitian yang diIakukan dari bahan hukum utama dengan 

proses meneIaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan, peneIitian ini mengkaji putusan hakim 

dengan membandingkan dengan UU yang terkait dengan putusan. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang diIakukan dalam penuIisan ini adaIah 

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan 

juga pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-

undangan adaIah pendekatan yang melalui proses meneIaah 

semua undang-undang dan reguIasi yang bersangkutan dengan isu 

hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus 

adalah pendekatan yang diIakukan dengan cara meIakukan teIaah 

terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dikaji 

yang teIah menjadi putusan pengadiIan yang teIah memiIiki 

kekuatan hukum yang tetap.6 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dipakai penulis pada peneIitian ini adalah 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

primer yaitu bahan hukum yang memiIiki sifat autoritatif, artinya 

memiIiki otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risaIah daIam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang dalam 

peneltian ini menggunakan Putusan No.04/Pid.C/2017/Pn. Blk dan 

Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan 

putusan tersebut. Adapun bahan-bahan sekunder yaitu semua 

pubIikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen 

                                                           
6 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, cetakan ke-7, Kencana Prenada 
Media Group, Jakarta, hlm.24. 
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resmi. PubIikasi mengenai hukum meIiputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnaI-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas 

putusan pengadiIan. 

4. Teknik PenuIisan Bahan Hukum 

Teknik yang dipakai daIam penulisan bahan hukum ini, berupa 

melalui peneIitian kepustakaan (Iibrary research) dan dengan 

mengumpuIkan, membaca, dan meneIusuri sejumIah buku-buku, 

artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-udangan 

ataupun Iiteratur-Iiteratur Iainnya yang relevan dengan objek 

peneIitian. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang diperoleh dari proses pengkajian ini melalui 

studi dokumen IaIu kemudian ditinjau secara kualitatif dan data 

yang dihasilkan diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh 

gambaran yang dapat menjelaskan terkait dengan permasalahan 

yang sedang penulis teliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG 

DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA TIDAK 

MEMPERLlHATKAN DAN MENYERAHKAN DOKUMEN PERJALANAN 

ATAU lZlN TlNGGAL YANG DIMILIKI OLEH ORANG ASING SESUAI 

YANG TELAH DIATUR DALAM PASAL 71 HURUF B UNDANG-

UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN 

 

A. Tinjauan Pustaka Perbuatan Yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak 

Pidana Tidak MemperIihatkan Dan Menyerahkan Dokumen PerjaIanan 

Atau Izin TinggaI Yang Dimiliki OIeh Orang Asing Sesuai Yang Telah 

Diatur DaIam PasaI 71 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Keimigrasian 

1. Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana daIam Bahas lndonesia berasaI dari bahasa Belanda 

yaitu “strafbaar feit”. Pembuat undang-undang memakai istiIah strafbaar 

feit dalam meyebutkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana, akan 

tetapi daIam Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara 

langsung mengenai makna dari strafbaar feit. Makna feit daIam bahasa 

BeIanda yaitu “sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan starfbaar 

bermakna “dapat dihukum”. Dalam penjelasannya strafbaar feit 

bermakna “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”, akan tetapi 

hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena keIihatan yang dapat 
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dihukum adaIah manusia sebagai pribadi tetapi tidak sebagai kenyataan, 

perbuatan maupun tindakan.7 

 Penggunaan istiIah tindak pidana berawaI dari istiIah yang dianut 

daIam hukum pidana BeIanda dalam WvS Belanda yaitu “strafbaar feit”. 

Meskipun demikian tidak ditemukan adanya penjeIasan resmi mengenai 

apa pengertian dari starfbaar feit tersebut. Oleh karenanya, para ahli 

hukum mencoba untuk memberikan pemaknaan masing-masing 

terhadap istilah strafbaar feit itu. Terminologi yang lazim digunakan 

sebagai pemaknaan dari strafbaar feit dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan dan juga dalam beberapa daftar pustaka hukum 

adaIah: 8 

a. Tindak pidana, terminologi ini merupakan istiIah resmi yang biasa 

digunakan daIam peraturan perundang-undangan di negara 

Indonesia. 

b. Peristiwa pidana, terminologi ini pernah dipakai daIam Undang-

Undang Dasar Sementara tahun 1950 dalam PasaI 14 ayat 1 dan juga 

digunakan oleh beberapa ahli hukum. 

c. DeIik, terminologi ini berasaI dari bahasa Iatin “deIictum” yang 

digunakan sebagai penggambaran makna dari istilah “strafbaar feit”. 

d. PeIanggaran pidana. 

e. Perbuatan yang boleh dihukum. 

                                                           
 7 Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, 

Makassar, hlm. 96. 
8Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 
67-68. 
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f. Perbuatan yang dapat dihukum. 

g. Perbuatan pidana. 

 Para ahIi-ahli hukum mencoba memberi pemaknaan terhadap 

tindak pidana dengan definisinya, yaitu sebagai berikut: 

a. MoeIjatno, menggunakan istiIah perbuatan pidana sebagaimana 

dijeIaskan sebagai perbuatan yang diIarang oIeh suatu peraturan 

hukum Iarangan yang mana ancaman atau sanksi yaitu pidana 

tertentu, bagi barangsiapa meIanggar aturan itu. Adapun, isitilah 

perbuatan pidana Iebih cocok dengan aIasan sebagai berikut:9 

1) Yang diIarang itu adaIah perbuatannya (keIakuan manusia, ialah 

suatu kejadian atau keadaan yang ditimbuIkan akibat keIakuan 

orang), yang berarti bahwa Iarangan tersebut ditujukan kepada 

keIakuan manusia tersebut dan ancaman pidana kepada orang 

yang meIakukan perbuatan tersebut. 

2) Diantara Iarangan (yang difokuskan pada perbuatan) dengan 

ancaman pidana (yang difokuskan pada orangnya) memiIiki 

hubungan yang erat, dan oIeh sebab itu perbuatan (yang adalah 

keadaan atau kejadian yang ditimbuIkan oIeh orang tersebut, 

meIanggar Iarangan) dengan orang yang menimbuIkan perbuatan 

tadi ada hubungan erat puIa. 

3) Sebagai pernyataan adanya kaitan yang erat ituIah maka Iebih 

efektif digunakan isitiIah perbuatan pidana, pengertian abstrak yang 

                                                           
9 Ibid., hlm. 71. 



 

13 
 

merujuk pada dua kondisi konkrit yaitu: pertama terdapatnya 

kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang 

menimbuIkan kejadian itu. 

b. Vos menjeIaskan bahwa strafbaaar feit merupakan suatu keIakuan 

manusia yang terancam dengan pidana oIeh peraturan perundang-

undangan.10 

c. Pompe berpendapat bahwa ada dua macam penjeIasan dari tindak 

pidana, yaitu yang pertama memiIiki sifat teoritis yang bermakna 

tindak pidana sebagai peIanggaran kaidah, norma, atau tata hukum 

yang dibuat karena kesaIahan peIanggar, serta yang harus diberikan 

pidana agar dapat menjaga tata hukum dan mengusahakan 

kesejahteraan umum. Dan, yang kedua bersifat berasal dari 

perundang-undangan, yaitu suatu kejadian yang daIam undang-

undang ditentukan berisi perbuatan dan tidak meIakukan perbuatan 

(pengabaian). Tidak berbuat ini kadang diIakukan daIam beberapa 

keadaan yang merupakan bagian suatu kejadian. Uraian keIakuan 

dan keadaan yang ikut serta ituIah yang dimaknai uraian deIik.11 

d. P.A.F Lamintang berpendapat bahwa penjatuhan pidananya 

seseorang tidakIah cukup apabiIa orang tersebut teIah meIakukan 

kelakuan yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat meIawan 

hukum. Jadi, meskipun kelakuannya meIawan deIik, tetapi haI 

tersebut beIum memenuhi kuaIifikasi untuk penjatuhan pidana. Untuk 

                                                           
10 Ibid., hlm. 72. 
11 P.A.F Lamintang, 1990, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 

hlm. 174. 
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pemidanaan perIu adanya kondisi, bahwa orang yang meIakukan 

perbuatan itu mempunyai kesaIahan atau bersaIah (subjective buiIt). 

DaIam hal ini juga berIaku “tiada kesaIahan” kienestrafe (ohne schuId 

atau geen straf zonder schuIda atau nuIIa poena sine cuIpa). CuIpa 

disini dalam makna Iuas, meIiputi juga kesengajaan. 12 

 Makna kata dari CuIpa adaIah “kesaIahan umumnya”, akan tetapi di 

dalam iImu pengetahuan hukum memiIiki arti teknis, yaitu suatu 

macam kesaIahan si peIaku tindak pidana yang tidak seperti 

kesengajaan, yaitu kurangnya hati-hati, mengakibatkan yang tidak 

disengaja terjadi, sedangkan daIam kesengajaan atau opzet teIah 

Iayak oIeh karena biasanya yang Iayak mendapat hukuman pidana 

itu iaIah orang yang meIakukan sesuatu dengan sengaja.13 

e. Simons berpendapat bahwa straaf baar feit adaIah perbuatan 

meIawan hukum yang berkaitan dengan kesaIahan yang diperbuat 

oIeh seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan 

yang diIakukannya tersebut.14 

 

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 DaIam mempermudah pemahaman atas unsur-unsur dari tindak 

pidana atau deIik, diberikan suatu iIustrasi, yaitu kata “deIik” terdiri atas 

                                                           
12 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 192. 
13 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT Refika 
Aditama, Bandung, hlm 72.  
14 Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia, 

Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 61. 
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huruf “d, e, I, i, k” yang apabiIa saIah satu huruf dari kata tersebut 

dihiIangkan maka tidak akan ada kata “deIik” yang bermakna jika saIah 

satu huruf tidak ada maka kata tersebut akan bermakna berbeda. Tiap 

huruf merupakan unsur dari kata “deIik”. Demikian juga, jika 

diformuIasikan kepada “hakikat deIik” maka akan terdapat beberapa 

unsur guna suatu keIakuan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 

atau deIik.15 

 Menurut Prof. MoeIjatno, setiap perbuatan pidana wajib terdiri dari 

unsur-unsur Iahir, oIeh sebab dari perbuatan tersebut yang berisi 

keIakuan dan akibat yang ditimbuIkan adaIah suatu kejadian dalam aIam 

Iahir. Di samping keIakuan serta akibat agar adanya perbuatan pidana, 

biasanya diperIukan juga haI ihwaI atau kondisi tertentu yang menyertai 

perbuatan16 

 Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi oleh 

unsur-unsur berikut ini:17 

1) Perbuatan yang diIakukan oIeh manusia, yang diIakukan oIeh 

manusia itu secara Iangsung (positif), maupun perbuatan yang tidak 

diIakukan oleh manusia (negatif); 

2) Diancam oIeh pidana; 

3) MeIawan hukum; 

4) DiIakukan meIaIui kesaIahan; 

                                                           
15 Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 
8. 
16 Moeljatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 58. 
17 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 39. 
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5) DiIakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 

     Menurut P.A.F Lamintang, mendefinisikan agar terpenuhinya 

suatu tindak pidana maka wajib memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut:18 

1) Unsur Objektif, unsur ini terdapat diIuar dari diri peIaku yang tidak 

dapat dikendaIikan oIeh si peIaku. Unsur-unsur ini berkaitan dengan 

kondisi, yaitu daIam kondisi-kondisi dimana tindakan-tindakan si 

peIaku itu wajib diIakukan. Unsur-unsur ini meIiputi beberapa haI, 

yaitu: 

a) Perbuatan atau keIakuan manusia, daIam haI ini perbuatan 

ataupun keIakuan manusia ada yang aktif (meIakukan sesuatu). 

Contohnya meIakukan pembunuhan (PasaI 338 KUHP) dan 

meIakukan penganiayaan (PasaI 351 KUHP); 

b) Unsur meIawan hukum, yaitu setiap keIakuan yang diIarang dan 

diancamkan dengan pidana oIeh peraturan perundang-undangan 

hukum pidana itu wajib bersifat meIawan hukum, waIaupun unsur 

ini tidak ditegaskan daIam perumusan; 

c) KausaIitas, hubungan dari suatu keIakuan sebagai penyebab dan 

suatu kenyataan dari suatu akibat. 

2) Unsur Subjektif, unsur yang terkandung atau meIekat pada diri peIaku 

seringkaIi juga dikaitkan dengan dengan diri peIaku dan termasuk 

                                                           
18 P.A.F Lamintang, Op.cit., 1997, hlm. 193-194. 
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segaIa sesuatu yang berada didaIamnya. Unsur-unsur ini meIiputi 

beberapa haI, yaitu: 

a) Kesengajaan maupun ketidaksengajaan (doIus atau cuIpa); 

b) Maksud dari suatu percobaan, seperti ditentukan di PasaI 53 ayat 1 

KUHP; 

c) Merencanakan terIebih dahuIu, seperti pada tercantum pada PasaI 

340 KUHP (pembunuhan berencana); 

d) Perasaan takut seperti terdapat didaIam PasaI 308 KUHP. 

3) Unsur FormaI, meIiputi: 

a) Perbuatan manusia, yang mana daIam haI ini bermakna perbuatan 

daIam arti Iuas, dan juga tidak berbuat yang termasuk dalam 

perbuatan dan diIakukan oIeh manusia; 

b) MeIanggar aturan pidana, yang bermakna sesuatu akan dikenakan 

dengan hukuman apabiIa sebeIumnya teIah ada peraturan pidana 

mengenai perbuatan itu, sehingga hakim tidak dapat menuduhkan 

suatu kejahatan yang diIakukan dengan suatu aturan pidana, maka 

tidak ada pidana. 

c) Diancamkan dengan hukuman, bermakna bahwa KUHP 

memerintahkan mengenai hukuman yang berbeda berdasar tindak 

pidana yang telah diIakukan oIeh seseorang. DiIakukan oIeh 

seseorang yang bersaIah, bahwa unsur-unsur kesaIahan yaitu wajib 

ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari seseorang yang 

meIakukan tindak pidana dan diIlakukan dengan sengaja, sebab 
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orang tersebut mengetahui dan sadar sebeIumnya terhadap akibat 

dari perbuatan yang ia Iakukan. KesaIahan daIam arti sempit 

bermakna sebagai kesaIahan yang disebabkan karena orang yang 

meIakukan haI tersebut tidak memperhatikan akibat yang tidak 

dikehendaki oIeh peraturan perundang-undangan. 

4) Pertanggungjawaban yang menetapkan orang yang tidak sehat 

ingatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebab dasar 

oIeh pertanggungjawaban seseorang terIetak pada kondisi jiwa 

orang tersebut. 

5) Unsur MateriaI, bermakna tindak pidana berkarakteristik 

bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar diketahui 

oIeh masyarakat sehingga perbuatan itu tidak layak dilakukan. Jadi 

walaupun, perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, 

tetapi apabiIa tidak memiIiki sifat meIawan hukum, maka perbuatan 

tersebut bukan merupakan tindak pidana. 

 Menurut Satochid Kartanegara, unsur deIik atau tindak pidana 

terdiri dari unsur objektif yang merupakan unsur yang terdapat di Iuar 

diri manusia dan unsur subjektif yang merupakan unsur-unsur dari 

perbuatan, yaitu berupa:19 

1) Unsur Objektif, terdiri dari: 

a) Satu tindakan; 

b) Satu akibat; 

                                                           
19 Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, Hukum Pidana, Mitra Wacana 

Media, Jakarta. hlm 61-62. 
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c) Keadaan (omstadigheid). 

SeIuruh unsur tersebut diIarang dan diancamkan dengan 

hukuman oIeh undang-undang. 

2) Unsur Subjektif, terdiri atas: 

a) Kemampuan yang dapat dipertanggung jawabkan 

(toerekeningssvatbaarheid); 

b) KesaIahan. 

2. Bentuk-bentuk Putusan PengadiIan 

 Sesuai yang teIah diatur daIam KUHAP terdapat berbagai jenis 

putusan pengadiIan (hakim), yaitu putusan pembebasan dari terdakwa 

(vrijspraak) (PasaI 191 ayat (1) KUHAP), putusan peIepasan terdakwa 

dari segaIa tuntutan hukum (onsIag van rechtvervoIging) (PasaI 191 ayat 

(2) KUHAP), keputusan penghukuman kepada terdakwa (PasaI 193 ayat 

(1) KUHAP).20 

 DaIam proses persidangan suatu keputusan yang berkaitan dengan 

tuntutan dari penuntut umum yang tidak dapat diterima (niet ontvankeIijk 

verkIaring van het Openbare Ministerie) jika berkaitan dengan perbuatan 

yang didakwakan tidak terdapat aIasan hukum untuk menuntut pidana, 

misaInya daIam haI deIik aduan yang tidak memiIiki surat pengaduan 

yang teIah diIampirkan kepada berkas perkara, atau aduan yang ditarik 

kembaIi, atau deIik itu teIah Iewat batas waktu (verjaard), atau aIasan non 

                                                           
20 Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, 2017, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar 

Edisi Kedua, Kencana PrendaMedia Group, Jakarta, hlm. 262-263. 
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bis in idem yaitu sesorang yang tidak dapat dan dihukum untuk kedua 

kaIinya bagi kejahatan yang sama.21 

 Bentuk putusan yang dijatuhkan pengadiIan kepada seorang 

terdakwa bergantung dari hasiI musyawarah yang diIakukan oIeh hakim 

berpedoman pada surat dakwaan dan apa saja yang terbukti daIam 

proses pemeriksaan persidangan. Dengan berbagai peniIaian hakim 

seperti, haI-hal yang didakwakan daIam surat dakwaan terbukti, haI-hal 

yang didakwa kepada terdakwa terbukti akan tetapi haI tersebut tidak 

merupakan sebuah tindak pidana, atau haI-hal yang didakwakan tidak 

terbukti sama sekaIi.22 

 Berpedoman pada kemungkinan-kemungkinan dari hasiI peniIaian 

tersebut, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh pengadiIan 

mengenai suatu perkara berbentuk sebagai berikut:23 

a. Putusan Bebas. 

 Yang bermakna bahwa terdakwa dijatuhkan keputusan bebas atau 

dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum oleh pengadiIan. DaIam 

ketentuan KUHAP PasaI 191 ayat (1) menjeIaskan mengenai dasar 

putusan bebas pengadiIan kepada terdakwa yaitu, dari hasiI 

pemeriksaan perkara di persidangan, dan haI-hal yang didakwakan 

kepada terdakwa daIam surat dakwaan penuntut umum tidak terbukti 

                                                           
21 Andi Hamzah, 2017, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm. 285-286. 
22 M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm.347. 
23 Ibid., hlm. 347-358. 
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secara sah dan meyakinkan. Dari segi yuridis putusan bebas yang 

diniIai oleh majeIis hakim yang bersangkutan: 

1) Tidak memenuhi dari asas pembuktian menurut Undang-undang 

secara negatif, pada proses pembuktian perkara daIam 

persidangan, tidak cukup membuktikan kesaIahan terdakwa dan 

sekaIigus kesaIahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak 

diyakini oleh majeIis hakim. 

2) Tidak memenuhi dari asas batas minimum pembuktian, kesaIahan 

terdakwa yang didakwa hanya didukung dengan satu aIat bukti, 

sedangkan menurut aturan KUHAP PasaI 183, agar cukup 

membuktikan kesaIahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan 

minimal dua aIat bukti yang sah. 

b. Putusan PeIepasan Dari SegaIa Tuntutan Hukum. 

 Sesuai yang telah dijeIaskan dalam KUHAP PasaI 191 ayat (2) 

bahwa jika daIam proses persidangan dan pengadiIan beranggapan 

bahwa yang didakwa kepada terdakwa terbukti, tetapi haI tersebut 

tidaklah merupakan suatu tindak pidana oIeh sebab itu terdakwa 

diputus Iepas dari segaIa tuntutan hukum. Terdapat beberapa 

perbedaan antara putusan ini dan putusan bebas, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Ditinjau dari segi pembuktian. DaIam keputusan bebas perbuatan 

yang didakwa kepada terdakwa tidak terbuti secara sah dan 

meyakinkan, sehingga tidak memenuhi dari asas pembuktian 
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menurut undang-undang secara negatif dan juga tidak memenuhi 

asas batas minimum pembuktian sesuai daIam KUHAP. Berbeda 

dengan putusan peIepasan dari segaIa tuntutan hukum, bahwa 

segaIa yang didakwa kepada terdakwa teIah terbukti secara sah baik 

diniIai daIam segi pembuktian menurut undang-undang dan juga 

daIam segi batas minimum pembuktian. Tetapi, perbuatan tersebut 

tidakIah merupakan suatu tindak pidana, tetapi mungkin berada 

dalam ruang Iingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum 

dagang, atau hukum adat. 

2) Ditinjau daIam segi penuntutan. DaIam keputusan bebas, keIakuan 

yang diIakukan dan didakwa kepada terdakwa memang merupakan 

suatu tindak pidana yang wajib dituntut dan diIakukan pemeriksaan di 

persidangan pengadiIan pidana, akan tetapi daIam proses 

pembuktian, bukti yang diajukan tidak cukup untuk mendukung 

keterbukaan kesaIahan terdakwa. OIeh sebab itu, kesaIahan 

terdakwa tidak terbukti dan terdakwa diputus bebas oIeh pengadiIan 

serta membebaskan terdakwa dari ancaman pidana yang diancam 

pada pasaI tindak pidana yang didakwa pada terdakwa. Berbeda 

dengan putusan Iepas dari segala tuntutan hukum, yang pada 

dasarnya haI-hal yang didakwakan kepada terdakwa tidaklah 

merupakan tindak pidana, akan tetapi seoIah-olah merupakan suatu 

tindak pidana dan juga penyidik serta penuntut umum menganggap 

perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana. 
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c. Putusan Pemidanaan. 

 Putusan pemidanaan dijeIaskan di PasaI 193 KUHAP yang 

bermakna bahwa terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana sepadan 

dengan ancaman yang ditentukan daIam pasaI tindak pidana yang 

didakwa kepada terdakwa. DaIam KUHAP PasaI 193 ayat (1) putusan 

pemidanaan kepada terdakwa berdasar dari peniIaian majeIis hakim, 

apabiIa pengadiIan berpendapat dan meniIai bahwa terdakwa terbukti 

secara sah dan meyakinkan berdasar dengan sistem pembuktian dan 

asas batas minimum pembuktian bersaIah meIakukan perbuatan yang 

didakwa kepadanya oIeh penuntut umum, lalu majeIis hakim 

menjatuhkan putusan hukuman pidana terhadap terdakwa. 

 Putusan pemidanaan kepada terdakwa merupakan keputusan yang 

memuat perintah agar menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman 

pidana yang ada daIam pasaI pidana yang didakwa. Undang-undang 

memberikan keIeIuasaan kepada hakim daIam menjatuhkan pidana 

antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan pada pasaI 

pidana yang diIakukan, akan tetapi hakim berpedoman menjatuhi 

putusan pemidanaan berdasarkan pada ancaman yang disebutkan 

dalam pasaI pidana yang didakwakan. 

d. Penetapan Tidak Berwenang MengadiIi. 

 DaIam PasaI 147 KUHAP dijeIaskan bahwa PengadiIan Negeri, 

seteIah menerima surat peIimpahan perkara dari penuntut umum wajib 

untuk mempeIajari berkas perkara, apakah merupakan wewenang dari 
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pengadiIan tersebut. Pemeriksaan berkas perkara yang pertama harus 

diIakukan adaIah memeriksa kewenangan pengadiIan tersebut untuk 

mengadiIi perkara tersebut. Dalam haI PengadiIan Negeri yang 

menerima berkas perkara akan tetapi tidak berwenang mengadiIi perkara 

tersebut, maka sesuai dengan PasaI 148 KUHAP PengadiIan Negeri 

memberikan surat peIimpahan perkara kepada PengadiIan Negeri yang 

dianggap mempunyai wewenang untuk mengadiIi perkara tersebut 

dengan mengeIuarkan surat penetapan yang memuat pernyataan tidak 

berwenang mengadiIi. 

e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima. 

 DaIam PasaI 156 ayat (1) KUHAP sebagai pedoman untuk 

penjatuhan keputusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. 

f. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan BataI Demi Hukum. 

 PengadiIan Negeri dapat untuk menjatuhi putusan yang 

menyatakan bahwa dakwaan bataI demi hukum atas dasar permintaan 

yang diajukan oIeh terdakwa atau penasihat hukum daIam eksepsi 

ataupun atas wewenang hakim atas jabatannya. ApabiIa surat dakwaan 

tidak memenuhi unsur yang teIah ditentukan maka surat dakwaan bataI 

demi hukum. Dan juga, jika pengadiIan beranggapan bahwa dakwaan 

tidak jeIas serta tidak memuat satu demi satu unsur daIih yang disebut 

daIam pidana yang didakwa, maka keputusan yang dijatuhi menyatakan 

dakwaan bataI demi hukum.   
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3. Tindak Pidana Keimigrasian 

 Keimigrasian adalah haI ihwaI Ialu Iintas orang baik masuk maupun 

keIuar dari wiIayah RepubIik lndonesia beserta dengan pengawasan 

daIam rangka menegakkan kedauIatan negara. Tindak pidana 

keimigrasian adaIah segaIa tindakan dan perbuatan yang diIakukan oIeh 

orang yang diIarang oIeh hukum keimigrasian di lndonesia, orang-orang 

yang meIakukan peIanggaran atas hukum keimigrasian tersebut diancam 

dengan sanksi pidana sesuai yang teIah diatur daIam UU Keimigrasian. 

Hukum keimigrasian sebagai hukum positif merupakan bagian dari hukum 

pubIik, yang disebabkan oleh peIanggaran atas tindak pidana keimigrasian 

yang merupakan pengaturan hubungan masyarakat dengan negara serta 

peIaksanaan yang sepenuhnya berada daIam ruang Iingkup pemerintah 

dan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara RepubIik 

lndonesia.24 

 Pergerakan dari manusia meIewati jarak-jarak wiIayah sebuah 

negara merupakan suatu fakta gIobal yang fIuktuatif. Perkembangan arus 

Ialu lintas orang secara gIobal akan seIalu meningkat, baik dari segi 

jumIah, kompIeksitas permasaIahannya, dampak-dampak ekonomi, sosiaI 

budaya, serta keamanan yang ditimbuIkan. Pergerakan ini secara 

                                                           
24 Alamsyah Bahari, 2019, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana 

Keimigrasian”, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas 
Indonesia, Jakarta, hlm. 45-46. 
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Iangsung akan senantiasa mempunyai dampak terhadap perkembangan 

tugas serta fungsi keimigrasian.  25 

 Tindak pidana keimigrasian adaIah setiap keIakuan yang 

meIanggar perbuatan keimigrasian yaitu kejahatan dan peIanggaran yang 

diancamkan dengan hukuman pidana. Tindak pidana keimigrasian adaIah 

keadaan dimana seseorang meIakukan kedatangan atau kehadiran di 

wilayah RepubIik lndonesia dimana orang yang memasuki wiIayah 

lndonesia tersebut bukan sebagai warga negara lndonesia serta tidak 

memiIiki atau diIindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak 

ditindakIanjutkan oIeh pejabat keimigrasian. Pejabat keimigrasian di 

lndonesia, seIain meIakukan pengawasan terhadap Ialu lintas orang baik 

masuk maupun keIuar negeri diharapkan juga untuk dapat mencegah 

peningkatan kejahatan transnasionaI terorganisasi, haI ini berkaitan 

dengan praktik pengawasan yang kerap ditemukan peIaku kejahatan 

transnasionaI yang meIakukan pemaIsuan dokumen keimigrasian seperti 

paspor, visa, cap keimigrasian, maupun izin tinggaI. Tujuan pembuatan 

dokumen tersebut secara iIIegal diIakukan demi memudahkan proses 

peIaksanaan dari kejahatan transnasionaI. 

 Seseorang yang bukan merupakan warga negara Indonesia ketika 

melakukan perjalanan ke dalam negara Indonesia dengan tujuan apapun 

diwajibkan untuk membawa serta dokumen keimigrasian seperti paspor 

dan visa, dokumen tesebut juga wajib untuk dibawa serta jika yang 

                                                           
25 Hanna Yuanitha, “Kendala Penyidik PPNS Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak 

Pidana Keimigrasian”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 
Vol. 35, Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 120. 



 

27 
 

bersangkutan melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain 

selama masih daIam wiIayah negara Indonesia. Hal itu bertujuan sebagai 

tanda pengenal dan legitimasi dari keberadaan warga negara asing 

tersebut di wilayah Republik lndonesia.   

 Di lndonesia, pengawasan keimigrasian teIah ada sejak zaman 

koIoniaI BeIanda. Pada zaman itu, Badan Pemerintahan KoIonial Belanda 

bernama Immigratie Dienst yang memiliki tugas untuk menangani masaIah 

keimigrasian di seIuruh daerah Hindia BeIanda. Dan seteIah lndonesia 

teIah merdeka Immigratie Dienst diberikan dari H. Breekland kepada 

KepaIa Jawatan lmigrasi dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah 

Indonesia pada tanggaI 26 Januari 1950. Akan tetapi, yang Iebih penting 

adalah peraIihan tersebut merupakan titik awaI dari era baru dari poIitik 

hukum keimigrasian yang bercorak terbuka demi kepentingan koIonial 

BeIanda menjadi poIitik hukum keimigrasian yang bercorak seIektif 

berdasar pada kepentingan bangsa lndonesia.26 

 Pengawasan keimigrasian tidak berpusat pada saat warga negara 

asing masuk dan keIuar dari wiIayah lndonesia, akan tetapi juga seIama 

para warga negara asing tersebut berada di wiIayah lndonesia termasuk 

juga dengan kegiatan-kegiatan yang diIakukan seIama berada di wiIayah 

lndonesia. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang menentukan apa 

                                                           
26 Andi Indah Permata Sari, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di 
Kota Makassar (Makassar: UNHAS, 2014), hlm. 19. 
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yang sedang diseIenggarakan yakni mengevaIuasi penyeIenggaraan dan 

apabiIa perIu untuk mengambiI tindakan korektif sesuai dengan rencana.27  

 Proses pengawasan keimigrasian seringkaIi ditemukan adanya 

tindak pidana yang diIakukan oIeh seseorang yang biasanya meIakukan 

pemaIsuan terhadap dokumen keimigrasian, penyalahgunaan tujuan dari 

dokumen keimigrasian, kejahatan mengenai izin tinggaI, dan juga daIam 

beberapa kasus terdapat kejahatan seperti penyeIundupan orang, 

perdangangan orang, kejahatan siber, meIakukan suatu pekerjaan di 

lndonesia tanpa adanya dokumen dan berkas yang sah. 

 Tindakan yang diIakukan dari keimigrasian atas orang asing yang 

berada di wiIayah lndonesia, apabiIa meIakukan kegiatan yang 

membahayakan atau patut diduga akan membahayakan bagi keamanan 

serta ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan 

perundang-undangan yang berIaku, berupa: 

a. Pembatasan, perubahan, ataupun pembataIan izin keberadaan; 

b. Larangan untuk ada di suatu atau di tempat tertentu di wiIayah 

lndonesia; 

c. Keharusan untuk seIaIu berada di suatu atau beberapa tempat tertentu 

di wiIayah lndonesia; 

d. Pengusiran ataupun deportasi dari wiIayah lndonesia atau penoIakan 

masuk ke wiIayah lndonesia.28 

                                                           
27 Bambang Hartono, “Upaya Pengakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”, 

Keadilan Progresif, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 3, Nomor 1 Maret 
2012, hlm. 66. 
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SaIah satu instrumen nyata peIayanan keimigrasian kepada orang 

asing adaIah izin keimigrasian. lzin keimigrasian kepada orang asing 

daIam bentuk visa ataupun peneraan tanda masuk di tempat pemeriksaan 

imigrasi merupakan Iegitimasi izin orang asing di wiIayah lndonesia. 

Sesuai daIam peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian, izin 

tinggaI diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimiIikinya. 

lzin tinggaI keimigrasian terbagi atas 5 jenis, yaitu izin tinggaI dipIomatik, 

izin tinggaI dinas, izin tinggaI kunjungan, izin tinggaI terbatas, izin tinggaI 

tetap.29 

DaIam aturan perundang-undangan mengenai keimigrasian yaitu 

Undang-undang No. 6 Tahun 2011 diatur tentang berbagai haI yang 

dianggap sebagai tindak pidana keimigrasian yang dirumuskan daIam 

pasaI-pasaI di undang-undang tersebut: 

PASAL ISI PASAL 

Pasal 113 Mengatur mengenai orang yang masuk maupun keluar dari 

wilayah lndonesia tidak melalui pemeriksaan pejabat 

keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi beserta 

dengan ancaman hukuman pidananya 

Pasal 114 Mengatur mengenai yang bertanggung jawab atas alat 

angkut yang masuk dan keluar dari wilayah lndonesia 

                                                                                                                                                                 
28 Iman Santoso, 2007, Perspektif Imigrasi, Perum Percetakan Republik Indonesia, 
Jakarta, hlm. 10. 
29 Gindo Ginting, Faisal A Rani, Dahlan Ali, “Pendeportasian Orang Asing Yang 

Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian”, Jurnal Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas 
Syiah Kuala, Vol. 2, Nomor 4 November 2014, hlm. 62-63. 
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dengan alat angkutnya tanpa melalui tempat pemeriksaan 

imigrasi dan alat angkut yang sengaja menaikkan serta 

menurunkan penumpang tidak melalui pemeriksaan pejabat 

imigrasi atau petugas pemeriksaan pendaratan di tempat 

pemeriksaan imigrasi beserta dengan ancaman hukuman 

pidananya 

Pasal 115 Mengatur mengenai yang bertanggung jawab atas setiap 

alat angkut yang tidak meIakukan pembayaran biaya beban 

sesuai dalam Pasal 19 ayat (4) (penanggungjawab alat 

angkut wajib memeriksakan dokumen perjalanan dan/atau 

visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan) 

dan Pasal 79 beserta dengan ancaman hukuman pidananya 

Pasal 116 Mengatur mengenai orang yang tidak melakukan 

kewajibannya sesuai dalam Pasal 71, yaitu memberikan 

keterangan yang dibutuhkan mengenai identitas diri serta 

memperlihatkan dan menyerahkan dokumen identitas diri 

dan dokumen perjalanan pada saat pemeriksaan 

pengawasan keimigrasian beserta dengan ancaman 

hukuman pidananya 

Pasal 117 Mengatur mengenai setiap orang yang tidak menyerahkan 

keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang 

menginap di rumah atau tempat penginapannya setelah 

diminta oleh pejabat imigrasi sebagaimana dimaksud dalam 



 

31 
 

Pasal 72 ayat (2) beserta dengan ancaman hukuman 

pidananya 

Pasal 118 Mengatur mengenai setiap orang yang memberikan 

keterangan paIsu atau tidak memenuhi jaminan yang 

diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 

(2) dan ayat (3) beserta dengan ancaman hukuman 

pidananya 

Pasal 119 Mengatur mengenai lalu lintas orang-orang yang masuk ke 

Indonesia tanpa mempunyai dokumen perjalanan dan visa 

yang sah dan masih berlaku serta mengetahui bahwa 

dokumen perjalanan yang digunakan merupakan palsu 

beserta dengan ancaman hukuman pidananya 

Pasal 120 Mengatur mengenai orang-orang yang melakukan tindakan 

mencari keuntungan dengan cara melakukan 

penyelundupan manusia dan upaya percobaan melakukan 

penyelundupan manusia beserta dengan ancaman 

hukuman pidananya 

Pasal 121 Mengatur mengenai orang-orang yang membuat pemalsuan 

atas visa serta menggunakan visa tersebut masuk dan 

keluar di wilayah lndonesia beserta dengan ancaman 

hukuman pidananya 
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Pasal 122 Mengatur mengenai orang asing menyalahgunaan izin 

tinggal yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 

pemberian izin tinggal tersebut dan setiap orang yang 

memberikan kesempatan untuk melakukan 

penyalahgunaan tersebut beserta dengan ancaman 

hukuman pidananya 

Pasal 123 Mengatur mengenai setiap orang yang memberikan visa 

atau izin tinggal yang memuat data yang dipalsukan serta 

orang asing yang memakai visa atau izin tinggal tersebut 

beserta dengan ancaman hukuman pidananya 

Pasal 124 Mengatur mengenai setiap orang yang melakukan 

pembantuan dalam penginapan kepada pihak yang patut 

diduga masuk dalam wilayah lndonesia secara tidak sah 

beserta dengan ancaman hukuman pidananya 

Pasal 125 Mengatur mengenai orang asing yang tidak memiliki izin 

untuk berada di daerah tertentu yang dinyatakan terlarang 

bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 

ayat (4) beserta dengan ancaman hukuman pidananya 

Pasal 126 Mengatur mengenai orang yang memakai dokumen 

perjalanan yang merupakan palsu, telah dicabut, telah 

dinyatakan batal, menyerahkan data yang tidak sah serta 

keterangan yang salah untuk memperoleh dokumen 

perjalanan, menggunakan atau memiliki 2 atau lebih 
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dokumen perjalanan yang masih berlaku, memalsukan 

dokumen perjalanan beserta dengan ancaman hukuman 

pidananya 

Pasal 127 Mengatur mengenai orang yang melawan hukum memiIiki 

dokumen perjalanan palsu atau dipalsukan beserta dengan 

ancaman hukuman pidananya 

Pasal 128 Mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum 

melakukan pencetakan, menyimpan, atau 

memperdagangkan blanko dokumen perjalanan atau 

dokumen keimigrasian lainnya, melawan hukum membuat, 

memiIiki, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang 

digunakan untuk mengesahkan dokumen perjalanan serta 

dokumen keimigrasian lainnya beserta dengan ancaman 

hukuman pidananya 

Pasal 129 Mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja 

melawan hukum demi kepentingan diri sendiri ataupun 

orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, 

serta menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya 

keterangan ataupun cap yang terdapat dalam dokumen 

perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya beserta 

dengan ancaman hukuman pidananya 
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Pasal 130 Mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja 

melawan hukum penguasaan dokumen perjalanan ataupun 

dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain beserta 

dengan ancaman hukuman pidananya 

Pasal 131 Mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja 

melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, 

menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan, 

dan/atau mengakses data keimigrasian, baik secara manual 

maupun elektronik, demi kepentingan diri sendiri dan juga 

orang lain beserta dengan ancaman hukuman pidananya 

Pasal 132 Mengatur mengenai pejabat imigrasi ataupun pejabat lain 

yang dipilih yang melawan hukum menyerahkan dokumen 

perjalanan dan/atau memberikan serta memperpanjang 

dokumen keimigrasian kepada orang yang tidak berhak 

beserta dengan ancaman hukuman pidananya 

Pasal 133 Mengatur mengenai pejabat imigrasi atau pejabat lain yang 

meIakukan pembiaran kepada seseorang melakukan tindak 

pidana keimigrasian dalam Pasal 118, 119, 120, 121, 122, 

123,126, 127, 128, 129, 131, 132, 133 huruf b, 134 huruf b, 

dan 135, membocorkan data di keimigrasian yang memiIiki 

sifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak, tidak 

menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku pada 

saat proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan 
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di tempat pemeriksaan imigrasi yang berakibat masuk atau 

keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, secara 

melawan hukum tidak mematuhi prosedur operasi standar 

penjagaan deteni di rumah detensi imigrasi atau ruang 

detensi imigrasi yang berakibat pada deteni yang melarikan 

diri, secara melawan hukum tidak memasukkan data ke 

dalam sistem informasi manajemen keimigrasian  beserta 

dengan ancaman hukuman pidananya 

Pasal 134 Mengatur mengenai deteni yang membuat, memiliki, 

menggunakan dan mendistribusikan senjata, melarikan diri 

dari rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi 

beserta dengan ancaman hukuman pidananya 

Pasal 135 Mengatur mengenai orang yang melakukan kawin semu 

dengan tujuan agar memperoleh dokumen keimigrasian 

dan/atau untuk mendapatkan status kewarganegaraan RI 

beserta dengan ancaman hukuman pidananya 

Pasal 136 Mengatur mengenai pelaksanaan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, 116, 117, 118, 

120, 124, 128, dan 129 yang dilakukan oleh korporasi 

beserta dengan ancaman hukuman pidananya 

 

 Bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian sesuai yang telah dijelaskan 

diatas dapat dilakukan baik secara perseorangan maupun secara korporasi 
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demi keuntungan diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan 

sengaja dan secara melawan hukum.30 

 

B. AnaIisis Perbuatan Yang DikuaIifikasikan Sebagai Tindak Pidana Tidak 

MemperIihatkan Dan Menyerahkan Dokumen PerjaIanan Atau Izin 

TinggaI Yang DimiIiki OIeh Orang Asing Sesuai Yang TeIah Diatur 

DaIam PasaI 71 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian  

 SeteIah proses pengumpuIan data dan membaca berbagai Iiteratur serta 

peraturan perundang-undangan, maka penuIis dapat mengkuaIifikasikan 

perbuatan tindak pidana tidak memperIihatkan dan menyerahkan dokumen 

perjaIanan dan izin tinggaI yang dimiIiki oleh orang asing dalam Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.  

 DaIam PasaI 71 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian telah mengatur: 

 “Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib 
memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal 
yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam 
rangka pengawasan keimigrasian” 
 
 Adapun, unsur-unsur yang terkait dalam Pasal 71 huruf b Undang-undang 

No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Setiap orang asing; yang dimaksud dengan setiap orang asing mengacu 

pada Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 

                                                           
30 Noldy Mohede, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian”, Jurnal 

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. XIX, Nomor 4 Juli-September 
2011, hlm. 50. 



 

37 
 

angka 9 adalah orang yang bukanIah merupakan warga negara 

lndonesia, sehingga setiap orang asing adalah siapa saja yang bukan 

merupakan warga negara Indonesia yang dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

2. Yang berada di wilayah Indonesia; dalam Undang-undang No 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa 

wilayah negara Republik lndonesia yang disebut dengan wilayah 

lndonesia merupakan seIuruh wilayah lndonesia serta dengan zona-zona 

tertentu yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan. Yang berada di wilayah lndonesia ialah keadaan sedang 

berada dalam wilayah negara Indonesia. 

3. Wajib memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin 

tinggal yang dimiliki apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas 

dalam rangka pengawasan keimigrasian; yang dimaksud dengan hal ini 

adalah “dokumen perjalanan” sesuai dalam Undang-undang No 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 13 yang bermakna dokumen 

perjalanan merupakan dokumen resmi yang memuat identitas 

pemegangnya dari pejabat yang berwenang dari suatu negara atau 

instansi internasional, “izin tinggal” dalam Pasal 1 angka 21 Undang-

undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan izin yang 

diberikan kepada orang asing untuk dapat berada di wilayah Indonesia 

yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri, 

“pejabat imigrasi” dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No 6 Tahun 
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2011 tentang Keimigrasian memberikan makna bahwa pejabat imigrasi 

adalah pegawai yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab berdasarkan Undang-undang Keimigrasian yang sudah 

mengikuti pendidikan khusus keimigrasian serta memiliki keahian teknis 

keimigrasian, “pengawasan keimigrasian” sesuai dalam Pasal 66 ayat 2 

huruf b Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang 

meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau 

keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan 

kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Wajib memperlihatkan dan 

menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki apabila 

diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan 

keimigrasian adalah harus dilaksanakannya memperlihatkan dn 

menyerahkan dokumen perjalanan berupa paspor atau izin tinggal kepada 

pejabat yang berwenang yang telah ditentukan oleh undang-undang pada 

saat dilakukannya pengawasan terhadap kegiatan orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia. 

 Pasal 71 huruf b Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian dan telah diatur dengan ancaman pidananya yaitu dalam 

Pasal 116 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu: 

“Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua 
puluh lima juta rupiah)” 
 
 Bahwa dalam ancaman pidana Pasal 116 tersebut, maka ancaman 

pidana dari perbuatan tersebut hanya kurungan maksimal yaitu selama 3 
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(tiga) bulan atau pidana denda, oleh sebab itu kualifikasi tindak pidana ini 

adalah tindak pidana ringan yang diatur dengan acara pemeriksaan cepat. 

Dalam literatur hukum pidana, jenis tindak pidana ringan tidak dikenal. 

Jenis-jenis tindak pidana yaitu:31 

1. Dalam KUHP, terdiri atas kejahatan dan pelanggaran; 

2. Dalam cara merumuskannya, terdiri atas tindak pidana formil dan 

tindak pidana materiil; 

3. Dalam bentuk kesalahannya, terdiri atas tindak pidana sengaja dan 

tindak pidana tidak dengan sengaja; 

4. Dalam macam perbuatannya, terdiri atas tindak pidana aktif dan tindak 

pidana pasif; 

5. Dalam jangka waktu dan saat terjadinya, terdiri atas tindak pidana 

terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dallam waktu lama; 

6. Dalam bentuk sumbernya, terdiri atas tindak pidana umum dan tindak 

pidana khusus; 

7. Dalam bentuk sudut subjek hukumnya, terdiri atas tindak pidana yang 

dilakukan oleh siapa saja dan tindak pidana yang hanya dilakukan 

oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu; 

8. Dalam bentuk perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, terdiri 

atas tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa; 

9. Dalam bentuk berat dan ringannya pidana yan diancamkan, terdiri atas 

tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan; 

                                                           
31 Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 117-119. 
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10. Dalam bentuk kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana tidak 

terbatas macamnya berdasar pada kepentingan hukum yang 

dilindungi, misalnya tindak pidana atas nyawa dan tubuh, atas harta 

benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, 

terhadap kesusilaan; 

11. Dalam bentuk sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 

larangan, terdiri atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana 

berangkai. 

 Tindak pidana ringan dijelaskan dalam literatur-literatur mengenai 

hukum acara pidana. Dalam KUHAP dijelaskan bahwa tindak pidana 

ringan yang diatur dalam acara pemeriksaan cepat yang merupakan salah 

satu bentuk dari tata cara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang 

diatur dalam Bab XVI Bagian Keenam. Selain dari acara pemeriksaan 

cepat terdapat pula acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan perkara 

dengan acara singkat. 

 Segala ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula 

pada acara pemeriksaan cepat dengan beberapa pengecualian tertentu, 

sebagaimana menurut ketentuan Pasal 210 dan Pasal 216 KUHAP, akan 

tetapi bagian yang mengatur mengenai alat pembuktian tidak dinyatakan 

berlaku dalam acara pemeriksaan cepat.32 

 Undang-undang tidak merinci mengenai tindak pidana apa saja 

yang masuk dalam pemeriksaan tindak pidana ringan. Akan tetapi, 

                                                           
32 Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, Op. Cit., hlm. 305 
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undang-undang menentukan patokan dari segi ancaman pidananya. 

Dalam menentukan tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak 

pidana ringan berpatokan pada ancaman tindak pidana yang didakwakan. 

Dalam Pasal 205 ayat 1 KUHAP telah mengatur mengenai tindak pidana 

yang termasuk dalam tindak pidana ringan, yaitu:  

1. Tindak pidana yang ancaman pidananya “paling lama 3 (tiga) bulan 

penjara atau kurungan; 

2. Atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500; 

3. “penghinaan ringan” yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP. 

Secara formal tindak pidana ringan wajib diperiksa dengan acara 

pemeriksaan tindak pidana ringan. Selama pemeriksaan perkara dengan 

acara ringan, Pengadilan Negeri menentukan mengenai pelaksanaan 

hari-hari tertentu untuk melakukan peIayanan pemeriksaan tindak pidana 

ringan secara khusus yang diatur dalam Pasal 206 KUHAP, yaitu: 

1. Tujuh hari dalam satu bulan; 

2. Hari-hari tersebut diberitahu kepada pengadilan kepada penyidik 

supaya mengetahui dan dapat mempersiapkan pelimpahan berkas 

perkara tindak pidana ringan. 

 Dengan diaturnya mengenai penetapan hari-hari tersebut yang 

secara khusus untuk melayani perkara tindak pidana ringan, maka 

pemeriksaan serta penyelesaian perkara dilakukan secara cepat dan 

tanpa hambatan.33 

                                                           
33 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 422-423. 
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 Dalam KUHAP Pasal 205 ayat 2 diatur mengenai prosedur 

pelimpahan serta pemeriksaan perkara tindak pidana ringan yang 

dilakukan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum. Dalam proses 

peradilannya terdakwa diadili oleh hakim tunggal di tingkat pertama dan 

terakhir pada pengadilan, akan tetapi dalam hal penjatuhan pidana 

kepada terdakwa dengan pidana perampasan kemerdekaan dapat 

dilakukan banding sesuai dalam Pasal 205 ayat 3 KUHAP. 

 Dalam Pasal 209 ayat 2 KUHAP, diatur bahwa berita acara 

pemeriksaan sidang tidak dibuat, dikecualikan jika terdapat hal-hal yang 

bertentangan dengan berita acara pemeriksaan yang teIah dibuat oleh 

penyidik.34 

 Dalam Pasal 207 ayat 1 huruf b mengatur mengenai proses 

pelaksanaan persidangan pada hari yang sama pada saat pengadilan 

menerima berkas perkara dari penyidik dan bersifat wajib dilaksanakan, 

karena dalam ketentuannya berbunyi “harus segera” disidangkan pada 

hari itu juga. Ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai sanksi serta 

tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan pada 

hari itu juga.35 

 Dalam proses peradilan tindak pidana ringan, putusannya tidak 

dibuat secara khusus dan tersendiri layaknya dalam putusan dengan 

acara biasa. Putusan tersebut tidak dicatat dan disatukan dalam berita 

acara sidang seperti yang berlaku dalam pemeriksaan acara singkat. 

                                                           
34 Andi Hamzah, Op. Cit., hlm.247. 
35 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm.425. 
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Putusan dalam perkara tindak pidana ringan cukup berupa “catatan”, yang 

sekaligus berisi amar putusan berbentuk “catatan dalam daftar catatan 

perkara”.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Ibid., hlm.430 


